BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Transparansi Pengelolaan
Keuangan Desa se Kecamatan Gadung Kabupaten Buol terhadap Kinerja
Pemerintah Desa di Desa se Kecamatan Gadung Kabupaten Buol.
besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar
0,745. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 74,5% variabilitas Kinerja
Aparatur Desa pada Desa se Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dapat
dijelaskan oleh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan
sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut seperti komitmen organisasi,
sistem pengendalian intern, pengawasan, akuntabilitas, tingkat pendidikan
aparatur, serta kompetensi aparatur desa.

Sementara hasil statistik deskriptif ditemukan bahwa Transparansi
Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebesar 72,54% dengan kategori
“Cukup Baik”. Hal ini menggambarkan bahwa aparatur Desa se
Kecamatan Gadung Kabupaten Buol dalam melakukan pengelolaan
keuangan desa telah diupayakan untuk dilakukan secara terbuka baik
jumlah dan peruntukannya sehingga masyarakat dan pihak yang
membutuhkan informasi tersebut. Kemudian Kinerja Aparatur Desa adalah

sebesar 72,20% dengan kategori “Cukup Baik”. Hal ini menggambarkan
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bahwa aparat Desa se Kecamatan Gadung Kabupaten Buol memiliki hasil
capain kerja yang baik namun amsih perlu untuk lebih ditingkatkan.
Dengan kinerja yang baik maka pembangunan desa akan terlaksana
dengan baik pula dimana semua akan sesuia dengan perencanaan yang

dilakukan oleh desa.

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Desa se Kecamatan Gadung Kabupaten Buol
terus mengupayakan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan
anggaran dana desa hingga pelaksanaan dana serta evaluasi dana
desa. Hal ini agar tecipta tat kelolah pemerintah desa yang baik dalam
aspek transparansi. Kemudian dengan hal ini pembangunan prioritas
akan dapat dicover dalam RPJMD desa.

2. Pentingnya bagi pemerintah kecamatan maupun Kabupaten melaui
Inspektorat untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan perbaikan
administrasi yang ada di Desa se Kecamatan Gadung Kabupaten

Buol.
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